BUPATI REMBANG
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI REMBANG,

+ a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara
pelayanan publik menyusun, menetapkan dan
menerapkan Standar Pelayanan yang memuat sekurang-
kurangnya 14 komponen Standar Pelayanan, serta
menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan dengan
memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan
masyarakat dan kondisi lingkungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Rembang tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,
Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4448);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

3. Bupati adalah Bupati Rembang.

4, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan
administrasi yang disediakan olech penyelenggara
pelayanan publik.

5. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan
badan hukum.

6. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya
discbut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan
institusi  penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang
untuk kegiatan pclayanan publik, dan badan hukum lain

yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan
publik.

7. Standar Pclayunan adalah tolok ukur yang dipergunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

8. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan
schagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilnian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji
Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka

pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur,

9. Maklumat pelayanan adalah pcrn':;fnlunn tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam Standar Pelayanan..

10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara

maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok,
maupun  badon  hukum yang berkedudukan sebagai
penerima manfont pelayanoan publik, baik secnrn langsung
maupun tidak langsung,

11.Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam
memberikan  mosukon  terhadop  penyusunan  Standay
Pelayanan
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12. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut
pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara
yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan pelayanan publik.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan atau
panduan bagi Penyelenggara dalam penyusunan, penetapan, dan
penerapan Standar Pelayanan.

Pasal 3

Tuyjuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan
tian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesual
dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan

Peny=lenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi penyusunan, penetapan, dan .
penerapan Standar Pelayanan sesuai bagi Perangkat Daerah.

BAB 111
PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

Dalam penyusun, menclapkan dan mencrapkan Standar Pelayanan

memperhatikan prinsip:

a. sederhana, artinya Standar Pelayanan yang mudah dimengerti,
mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan
prosedur ynng jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun
Penyelengpura;

b. konsistensi, artinya dalam penyusunan dan penerapan Standar
Pelayanan harus memperhatikan ketetapan- datam mentaati waktu,
prosedur, persyaralun, dan penclapan biaya pelayanan yang
terjangkau,

€. partisipatif, artinya penyusunan Standar Pelayanan dengan
melibntknn masyarakat dan pihak terkait untuk membahas
bersamn don mendapntkan kesclarasan atas dasar komitmen
atau hasil kesepakatan;

1. akuntabel, artinya hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan
harus  donpnt diloksnnnkon dan dipertanggungjawabkan  sccara
konsisten kepada pihak yang berkepentingan.

¢. berkesinambungan, artinya Standar Pelayanan harus dapat berlaku
sesiini perkembangan  kebijnkan dan kebutuhan  peningkatan
kuulltans pelnynnan;

L transparansi, artinya Standar Pelayanan harus harus dapat dengan
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mudeah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat;

g keadilan, artinya Standar Pelayanan harus menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang
berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan
kapabilitas fisik dan mental.

Pasal 6

Komponen Standar Pelayanan paling sedikit terdiri atas :

a. dasar hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan;

b. persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang han.ls
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun administratif;

¢c. sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan;

d. jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyclesaikan scluruh proses pelayanan dari
setiap jenis pelayanan;

e. biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat;

f. produk peclayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuani dengan ketentuan yang telah ditetapkan;

g sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan,
lermasuk peralatan dan fosilitas pelayanan bogi kelompok rentan;

h. kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
pengalaman;

.. pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja

_ atau atasan langsung pelaksana,;

). penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adaleh tata cara
pelaksunoan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;

k. jumlah pelaksana, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan
beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas
yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya;

I jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayarian;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
risiko, dan kerngu-ragunn; '

. evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar
Pelayanan.
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BAB IV

PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN

Pasal 7

(1) Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan
SPP.

(2) Penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan wajib
berpedoman pada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

(3) Penyusunan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
tanggung jawab masing-masing Kepala Penyelenggara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal /&-o0ki- L0113

BUPATI REMBANG,

L]
CF
H.MOCH.SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal (8 okt RO/

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

W

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2013 NOMOR 33
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 3% TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN, PENETAPAN DAN
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

L. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
A. Penyiapan Rancangan Standar Pelayanan

Agar penyusunan Standar Pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan
dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan Standar
Pelayanan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pembentukan Tim
Tim Standar Pelayanan (Tim SP) dibentuk oleh penyelenggara
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

p. Keanggotaan Tim SP

Keanggotaan Tim SP terdiri atas: Kepala Satuan Kerja
Penyelenggara, pelaksana yang membidangi jenis pelayanan,
termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung
dengan pengguna jasa pelayanan (front liner).
Dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan yang didasarkan
pada implementasi Standar Pelayanan, maka pembentukan Tim
SP sebaiknya memperhatikan pihak-pihak yang berperan dalam
Tim yang menentukan keberhasilan penyusunan dan penerapan
Standar Pelayanan. Tim SP anggotanya dipilih dan ditugaskan oleh
Pimpinan Satuan Kerja Penyelenggara Pelayanan secara formal
tertulis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan
Penyelenggara Pelayanan. Struktur keanggotaan Tim SP sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
Anggotn Tim Standar Pelayanan dipilih oleh Pimpinan Satuan
Kerja Penyelenggara Pelayanan.

b, Tugna Tim SP, meliputi:
1) mengidentfikosi kapositos dan karokleristik pengelolaan unit

pelaksana pelayanan (UPP) serta hal-hal yang terkait dengan
komponen Standar Pelayanan pada masing-masing jenis

pelayanan;
2) menyusun  rancangan - Standar  Pelaynnan  setinp  jenis
pelayunan; . g e -

3) membahas rancangan Standar Pelayanan bersama dengan
unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait;

A) mempublilkonliinn mncangnn Standne Pelayannn yang  {elah
disecpakati kepada masyarakat umum, dan menyempurnakan
rancangan Standar Pelayanan (bilamana terdapat masukan
dari publik) disinpkan untuk kemudinn ditctapkan olch

Penyelenggnrn;
5) menylupkan konsep Maklumat Pelayanan untuk ditetapkan oleh

Penyelenggara;
6) mempublikasilkan Maklumat Pelayanan;
7) menylapkan  mekaninme  monitoring doan evaluasl  penerapan

standar pelayanan.
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Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat Ini

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat
ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali,
mendata, dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/
kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan/atau fungsi
manajemen yang terkait dengan komponen Standar Pelayanan yang
akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur
organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan,
SDM, sarana-prasarana, anggaran, sistem dan prosedur serta
aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode
yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan
pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi: mempelajari,
mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau
implementasi peraturan yang terkait dan mendasari
penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan
pertimbangan dalam penyusunan rancangan Standar Pelayanan
Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar
Pelayanan, antara lain meliputi:

a. tugas, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum kelembagaan;

b.jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak
terkait;

c. mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu;

d. sarana prasarana dan anggaran;

e. jumlah dan kompetensi SDM;

. pengawasan internal,

g. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;

h. sistem jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan

i. aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar
Pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan
langkah pendatann dan pencatatan informasi dengan
menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

a. Identifikasi Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum
Kelembagaan Ko

Prones identifikasi ini dilnkukan :Icﬁﬁun dipandu melalui
bebernpa pertanyann, antara lain:

1). Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;

2). Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi
(unit/satuan kerjn pelayanan;

3). Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan
dari kelembagaan satuan kerja (satker) pelayanan yang ada
snat ini;

4). Instonsi/Unit/Satker mana sajon yang terkait dengan proses
penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan
disusun Standar Pelayanannya;

5). Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari
dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan
yang akan disusun Standar Pelayanannya.
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Selanjutnya jawaban dari masing-masing pertanyaan tersebut
dibuat catatan untuk dituangkan dalam Lembar Kerja- 1 sebagai
berikut:

Lembar Kerja-1
Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Dasar Hukum Kelembagaan

Dasar
No. | Unsur/Aspek Manajemen Uraian Hukum/Ketentuan
yang terkait

1 | Tugas dan fungsi

Kewenangan

2 | menyelenggarakan jenis
pelayanan, meliputi:
Instansi/ Unit/ Satker yang
3 | terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan

b. Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan,

Masyarakat, dan Pihak Terkait.

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan

Standar Pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan

kewenangan pada unit/ satker pelayanan Berdasarkan tugas,

fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu
diidentifikasi untuk diketahui jenis-jenis pelayanan apa saja
yang disclenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Contoh:

Pada unit/satker puskemas atau rumah sakit, terdapat berbagai

jenis pelayanan seperti: pelayanan klinik gigi, pelayanan klinik

umum, pelayanan klinik bersalin, klinik penyakit dalam,
pelayanan instalasi/apotik farmasi dan lain-lain masing-masing
harus disusun Standar Pelayanan-nya.

Pada unit/satker PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), di

dalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing

jenis pelayanan harus disusun Standar Pelayanannya.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis

pelayanan dan masyarakat, dapat dipandu dengan menjawab

pertanyaan, antara lain:

1) apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau
dihasilkan, dan yang diberikan kepada masyarakat atau
instansi lain sesuai tugas fungsi; .

2) apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis
pelayanan tersebut;

3) siapn pengguna produk layanan baik yang langsung
maupun tidak langsung menggunakan dari hasil
penyelenggaraan pelayanan tersebut;

4) apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum,
instansi lain, atau internal;

5) siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk
pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada tahap ini sekaligus dgpat
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa
pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis
pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan-nya.
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‘ Sel.a:'._]umva javaban stau hasil penclitian/kajian
deri masiag-wasing pertanyaan tersebut di ates dibuat
catatan untuk ditvangkan dalam Leubar Kerja-2 sebagai
berikut :

Lembar Eerja-2
Jenis Pelayanan, Produk Pelfvunr.n, Masyarakat, dan
Pihak Terkait

Unit/ Satker Feluyaaanr
e - B

|Mo Jenis Procuk
i . | Paayanan | Pelayatan

| e s —— . —— -

Dnsar Hukum M.-m;.r—arakatf
Penyelenggarann Fengguna
pelayanan | _ Layanan

Pihak
Terkait

i

e —— —

c. Identifikasi Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan,
Biaya, dan Walctu.

Untuk inengidentifikasi mekanisme dan
prosedur, persy=atan, biaya, dan waktu penyelenggaraan
pelayanen pada saat ini, dapat dilakukan dengan
mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur
persyaraten, biaya dan waktu pelayanan yang (e
diberiekukan seat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh
aktivitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya,
dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat
datang, diproses menurit urutan prosedur layanan sampai
selesai menerimsa pelayanan. Pada proses ini perlu
dicatat siapa saja pelaksana/ petugas / meja/ simpul yang
terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut.
Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksana/
petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian
pelayanan tersebut dan memerlukan waktu berapa menit/jam.

Alur mekanisme, urutan prosedur kegiatan dalam
proses pclayanan tersebut ager dibuat atau digambarkan
dalam suatu diagram/bagan alir (flowchars), schingga dapat
Jjelas dan mudah dikenali alur pekerjaan.

Sctelah melakukan pengamatan dan mempelajari,
meneliti, dan mencatat realita, kemudian hasilnya ditiangkan
daiam slat bantu pencatatan pade. Lembar Kerja-3 berikut:

Lembar Kerja-3
Mekanieme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu
Unit/ Satksr Pelayanan :
Jenis Feh}'anqn

®
By t NRRRRRRRRER RN

Meckanisme dan Prasedur | [
Prﬂﬂ_uk ht‘mt‘n {S»Fbutkﬂ.n urutarn - Pﬂnmggung
N, Pelayanan | pelayanan kegiatan layanan dan Biaya | Wektu Jawid

unit/simpul yang terkait)
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Idertifikasi Serane, Prasnrana, dan Anggaran
Tahapan  selanjutnya adalah  melakukan

ident'filzasi terhadup rarana dan prasarana serta dulcungan
anguaran vang digunakan Unit/Satler/[nstansi dalam tugas
penvelenygarran  pelayanan. Delamt  tahap ini  perlu
mengenoli dan mnendata ineliputi apa saja dan berapa
jvmlah/kapasitas sarana dan prasurana yang tersedia
untuk aktivitas penyclenggaraan pelayanan. Berapa
jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam
tahun anggaran yang lalu dan tahun yanz bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan
mendata mengenai kondisi  ketersediaan  sarana,
prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya
ditnangkan dalam alet bantu pencatatan pada Lembar Kerja-4
berikut:

Lembar Kerja-4

- Sarana Prasarana dan An 11 »
Sarana
No. FroGhs Prasarana Anggaran Keterangan®)
Pelayanan
s Pelayanan _
r I
-
|
| SISt . - —

*) Kelom Keterangan diisi penjelasan kondisi sarana
prasarane, sumber anggaran pelayaren, dan sebsguinya.

. ldentifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi
kegiatun untulz mendata baik dari sisi kuantitas maupun
kualitas, selcurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksana,
jenjang peadidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang
dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian
fugas kerja masing-masing.

Setelah  dilakukan pengamatan, penelitian, dan
pendataan menypenai lkondisi kapasitas SDM, selanjutnya

hasilnya dituanglan dalam alat baatu pencatatan pada
Lembar Kerja-5 sebagai berikut:
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Lembar Kerja-5
Jumlah dan Kompetensi SDM
Unit/ Satker Pelayanan :

AR LR L L L R L P PR Y | LR R

pr—

Produle | Kualifikasi
No. | el g DM yang | Jwmlah SDM | Keterangan®)
S tersedia

s e e -

e e e e . o — - —

) L |

*) koloru keterangan diisi penjelasan kemungkinan
penggunaan SDM oleh beberapa jenis atau produk
pelayanan.

f. Identifkasi Pengawasan Internal

Pengawasan intiernal merupakan salan satu komponen
Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh
karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui
bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apekah pada
unit/ satker Penyelenggara Pelayanan sudah ada dan telah
berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi
‘struktural/ fangsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituanigkan dalam alat bantu
pencatatan pada Lember Kerja-6 sebagai berikut:

Lembar Kerja-6

Pengawvasan Internal

Unit/Satker Peiayanarn ! ....ccvmsiccssssansens
Stetur/ Bentuk | Proscdur [ Dukungan | Sararn | Keterangan
organisasi SDM

g. Identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan
Penanganan pengadunn, saran, dan masuka merpakan salah
saru komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaran
pelayanan. Qleh karena itu perlu diteliti bageéimeana kondisi
pengelolaan pengaduan, saran dan masukan pada unit/satker
untuk jenis layanan rertentu saat ini. Falav sudeh ada sistem
dan fungsi, bagaiinena status dan bentuk organisasi, tugas dan
fungsi, prosedur, tindek lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selenjutnya hasilnya dituangkan dalam alat
bantu pencatawan parla Lembar Kerja-7 sebegai berikut:
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Lembar Kerjn 7
Penangunian Pengndunn, Saran dan Masukan

Unit/Batker Pelaynnan @ ...

1 denin [ | Tindak | Dukange [ Bentuk
H Jenis : Tinda ukunpan | o entuk
No. Peoanganun Frosndue Lanjut DM Aranit 1l organisasi

1 | Pengacuan

— —-—--—u——c—o—--—o—.—-—.—-—-l—v—

Saran dan
Masukan

Lo s & - e -

h. ldentifikas! Sistein Jaminan Pelayanan dan Jaminan

1. Keammanan

Merupakan bentuk komitmen mengenai kesanggupan dari
pihale unit penyelenggara untulk memberikan kepastian
nmengensi kualitas penyelenggaraan dan preduk layanan,

Perlu dicermati dan diteliti apakah ada upaya atau
keoijakan vang telah dibuat, diciptakan, vang terkait dengan
wsaha untvk menjaga peiaksanaan pelayanen dapat berjalan
Jencur, cepat, mudah, pasti, aman, denga:a tidak menitnbulkan
risiko bhahaya, miselnya menciptaken raribu-rambu antrian,
1m=nyiapkan serana/lusilitas untuk <eselamatan dan
kearnanen bagi pengguna layanan.

Bentukc penciptaan sarana/fasilitas tersebut perlu diteliti
dan ciidentitikasi, rcrmasnuk, apakan sudah didukung standar
teknis yang menjamin keamanan msuapun keselamatan
pensgina layanan.

j. Identifitesi aspek-arpek Jain yang cerkeit dengan komponen
Standar Pelayanan
Apabila masin terdupat aspek-aspek lain yang belum
termesuk diidentfikasi dalain komponen di atas, namun pada
kenyataannya diteinukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik
dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem, maupun simbo!-simbol
yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam
penyelenggaraan pelayanan maka dapet menambahkan
komnponean lain yang dibutuhkan. :
Bagi unit pelayanan yang telah memiliki Standar
Pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan
mempelnjari dan mencliti Standar Pelayanar. ,...; - '~

- Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan

Berdasarkan cutatan data dari hasil identifikesi terhadap unsur--
unsur dan fungsi raarajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan
onalisis, perhitungan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk
keperluan penyusunan mesing-masing komponen rancangan Standar
Pelayanan pada setiap jenis pelayanan.

Fenyusunan materi dari tiap komponer. Standar Pelayanan,
disainping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riil
mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu
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memperhatikan perkemabangun kemajuan teknologi, tuntutan
gebutunan pelayanen bagi maryarakat dan prospek kemampuan'
penyelenggara kedepan, selanjutnya ditakulin perumusannya sebagal
perikut:

1. Daser Hukuin

Dasat hukum adaluh peraturan perundang-andangan yang
meajadi dasar peayelenggaraan pelayanan. Perumusan materi
koraponen dasar hukum dibuat dengan mengacu pada hasil
identifikasi, analisis dan pertimbangan yang ada. Di samping itu
perlu memperhatikan apabila terdapat perkembangan kebijakan
atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru, yang
dijadikan dasar hukum dalam aktivitas penyelenggaraan pelayanan,
termasuk dasar hukun dari jenis atau produk pelayanan vang
dihesilkan, dasar hukvin pemungutan biava pelayanan.

Sebagai penuntun dalan perumusan dapat dibantu aengan
mencermati data/infcrmasi pada lembar-lembar kerja vang
mengandung informasi mengenai dasar hukum.

2. Persyaratan

Persyaratan adalah persyaratan yang harus dipernuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu
tuntuatan yang diperlukan (harus dipenuhi/dilakukan) dalam proses
penyelenggaraan pelayanan sesuai ketentuan perundangan yang
berlaku. Persyaratan pelayanan dapat berupa kelengkapan
dokumen, bareng, dan jasa tergantung kebutuhan masing-masing
jenis pelayanan.

Perumusan persyaratan pelayanan perlu dibantu dengan
mengidentifikasi melalui cara melihat dasar hukum atau
kebijalcan/ketentuen dari tiap aktivitas jenis pelayanan, sehingga
kemmudian dalam proses pelayanan dapat ditentukan keseluruhan
persyaratan yang harve dipenuhi oleh masyarakat. .

Dalam merumuskan persyaratan, agar ~memperhatikan
prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi, dan akuntabilitas,
artinya persyaratan harus mudah dipenuhi, diikuti, tidak
memberatkan, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan
kepastiannya.

Sebagai penuntun dalamn perumusannya, dapat
dibantu dengan mempelajari data/informasi pada Lembar
Kerja-3, dan disesuaikan dengan perkembangen kebijakan/
ketentnan, penggunasn teknologi yang lebih baik, dan/atau
tuntuten untuk kemudahan bagi masyarakat.

3. Sistem, Mekanisme, dan Presedur

Sistem, mekanisme, dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan begi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus
dilakuken atau dilalui dalain sistem den proses penyelenggaraan
pelayanan. Analisis proses dan prosedur ini harus dilakukan
terhadap setiap jenis pelayanan yang diselenggarakan di unit
pelayanan tersebut, Sebagai penuntun dalam perumusannya, dapat
dibantu dengan mempelejari data/informasi pada Lembar Kerja-3,
untuk menjadi bahan perbhitungan dan pertimbangan dalam
merumuskan Standar Pelayanan sesuai hasil analisis, dan juga
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disesuaikan dengan perkembangan %ebijakan/ ketentuan,
nggunamn teknniogi yang lebih baik, den/atau tuntutan untuk
wemudahan bag peagpuna pelayanan,

Urtuk menunjang  kepastian  dun  tertib  dalam
pelaksanaan  mekanisme/tatakerjn  dan  prosedur, harus
didukung dengan  ketentuan SOP  (Standard  Operating
Proceclures).

Dalam merumuskan  komponen mekanisme dan
presedur, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, dan
akuntabilitas, artiaya langkah pelaksenaannya harus mudah
dijalankan, tahapan/hierarkinya dipadatkan, diupayakan tidak
banyok simpul/mejs, dan dapat dipertanggungjasabkan
kebenarvan maupun kepastinnnya,

Untule memberikan kejelasan alur mckanisme,
urutan prosedur Xegiatan dalam proses pelayanan tersebut,
agar dibuat atau digambarkan dalam svam diegram/bagan alir
(fowchan).

. Janrgka Waktu Peayelesaian

Jangka waktu penyelesaian a2dalah jangka waXktu
yang diperlukan untuk menyelesaikan scluruh proses
peiayanen dari setiap jenis pelayanan. Untuk menyusun komponen
waktu, lengkeh pzrtama perlu menghitung dan menganalisis waktu
yang digunakan dalam melayani setiap jenis pelayanan.
Caranya dengan menghitung waktu riil yar.g dipunakun’(bukan
memprediksi) pada setiap tahap pekerjaarn layanan, kemudian
keseluruhan proses tazhapan dalara prosedur tersebut
dijumiehkar.

Dalam melakukan analisis waktu harus memperhatikan
dan dilakukan sejalan dengan ruwrrusan komponen
mekanieine, prosedur ataupun persyeratan yang dilalui dalam
proses penyeienggaraan pelayanan. (dapat dibantu dengan melihat
Lembar Kerja-3).

Selanjutnya perlu mempertimbangkan adanya
kemampuean interna) diantaranya: sarana, pera'atan, fasilitas,
dar teknologi yang digunakan, beban atau voiume pekerjaan rata-
rata, dukungan tenaga kerja baik dari aspek kuentitas maupun
aspelk kualitas yakni dan tingkat kompetensinva atau
keterampilan kerianya, kedisiplinan, tanggungjawab serta
pengalaman dalam pemberian pelayanan selama ini, dan harapan
masyarakat.

Bila perlu dapat dilakukan wuji coba secara parsial
bersamasn dengan uji coba komponen prosedur, sehingga
kemudian deapat ditentukan waktu yang ideal. Dengan
mengetahui analisie waktu yang dibutuhkan untuk setiap
aktivitas pedsa setiep simpul yang dilakukan dalam proses
penyeienggaraan pelaysnan, maka akan dapat ditentukan jumlah
wa<tu yang diperlukan untuk melayani satu jenis pelayanan,
sejak awal psmohon/masyarakat niemasukkan
permohonan kepada petuges pelayanan sampai dengan proses
pelayanan aclesai dilalcukan.

. Bieya/Tarif

Biaya,/tarif adalah cngkos yang dikenakan kepada
pentiitna pelayanan daluin mengurus dansatau memperoleh
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6.

pelayanan  dari  Penyclenggara  yang besarnya  ditetapkan
berdasarkan  kesepakatun  antara  penyelenggara  dan
masyorakat, Proses perumusan komponen biaya/tarif,
larigkah pertama perlu memperhatikan apabila biaya pelayanan
tersebut  sudoh  dinur dalam  ketentuan Perda mengenai
retribual/pungutan doerah) atas jenis pelayanan tersebut, maka
ketentunn binya terschut tetap berlaku.

Untuk selanjutnyr dapat merumuskan analisis
dan pechitungan biaya/turil’ pelayanan sebugai bahan untuk
usulan perubatien penctapan biaye lebih lanjut apabila
dipandany perlu untulk disesuaikan dengan perkeinoangan yang
ada., Dalara rmeramusken biaya/ tarif pelayanan perlu
mempertimbangknn, diantaranya kondisi sosial, daya beli
masyavakat, perkembangun harge yanp terjadi, dan biaya
operasionel dalaur proses produksi pelaysanar..

Procuk Felayanan

Produk pelayauan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diteriria sesuai dengan ketentuan yang felah ditetepkan. Produk
pelayanan dapat berupa penyvediaan atau pengadaan barang, jasa
den/atau produk admiaistrasi yang diberikan dan diterima
pemohon/ masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan vang teieh ditetapkan,

Delem  merjyusun kompunsn  produk  pelayanan,
menyebutkan berupa apa saja wujud atau bentuk yang dihasilkan
den diberikan kepada masyaraket, sclanjutnya menyebutkan
bagaimana standar kualitas, ukuran, atau spesifikasi dari
produk layanan yang diberikan, misalnya: produk berupa
dolumen/ sectifikat dengan kesctas A4, 30 gram, resmi dengan
tanda tangan dan cap stempel basah.

Produk pelayanan harus dapat dijamin kualitasnya, yang
melipud:

a. kepastian hukum, diproses sesuai dengan kctentuan dan
proscdur yang berlaku;

b. keamnanan,layanen barang/jasa/administrasi yang diberikan
tanpa ada kesalakan pembuatan data, salah tulis; |

¢. keselamatan, leyanan barang/jasa/edministrasi yang diberikan
bagi penggunanys dijamin bahan/materialnva baik dan tidak
rusak,

[Rumusan yang dituangkan dalam Standar Pelayanan
ialah pernyataan bahwa produk pelayanan telah memenuhi
atandar kualitas yang ditentukan oleh penyelenggara.

. Serana, Prasarane, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasairana, dan fasilitas adalah peralatan dan
fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan,
termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

Slarana pelayenan dapat berbentuk berbagai fasilitas,
peralatan kantor yang digunakan dalam proses memproduksi,
menyediaken, atau memberikan pelayanan, entara lain: meja, kursi,
filing cabinet, almari, brankas, rak buku, mesin ketik, mesin
hitung, alat tulis kantor, formulir, papan tulis, fasilitas pengolahan
datas, penyimpan cata (database), peralatan kontrol/ monitoring,
lkomputer, fasilitas telekomunikasi: pesawat telepon, faximile,
kendaraan dan lainnya.
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Sedanpkan prasarana dapat berupa berbagai fasilitas
atau peralatan yeng mendukung dan melengkapi berfungsinya
sarana penyeleniggaroan pelayanan sccara buik dan optimal,
antare lan: berupa instalasi listrik, telpon, air, ruang
kerja. raang rapal/ vertemuan, ruang penyimpanan arsip /
dekumentasi, ruang nistem kontrol, labofatorium, wudang, ruang
tungga temu, suang/halaman parkir dan lain-lainnya yang
diganaken  lengsunpg atau  menunjery, dalam  proses
penyclengearaan pelayanan.

Untuk menyusar  kebutuhan sarane dan  prasarana
pelayauan, perlu  mengidentifikasi c¢an membuat analisis
lkebutthanvya, dengan memperhatiken karakteristik aktivitas
peda sctiap jenis layanan, yang disinkronken dengan sifat atau
model sistem melmnisme, prosedur serta ¥vebutuhan telknologi
dalsm  proses penyelenggarsan  pelayanan. Untuk
membantu identifikasi kecbutuhan dapet meinanfaatkan Lernbar
Kerje-4. Kemudian dibcat daftar inventaris serana dan prasarana
atau peralatan - fasilitns penunjang penyelenggaraan pelayanan
pada unit/ satker jenis pelayanan tertentu yang dituangkan
dalem aiat baniu pencatatan pada Lembar Kerjn-8 sebagai berikut:

Lembar Kerja-&
Dafter Inventaris Kebutuhan Sarana dan Frasarana
(Penunjang Penyelenggaraan Pelayanan)
Unit/Satker Pelayanan : ......cceeieieeee

| _'I - e — =
Spesifikasi/ L
Sarena dan ; Kondisi/Ulturan i
NC. | Type/seri/ Keteragan®*)
Frasarana Tahiin / luas/Jumlah
1 | Surana
2 | Prasarana

| ]

*) Keterangan : milik sendiri, sewa dan lain-lain.
. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan
Fergalaman, Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk
memberirun gambaran mengenai dukurgan kemampuan petugas
pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengaluman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas
dalamn menjalenkan tugas penyelenggaraan pelayanan.
Penyusunannya disesuaikan dengan lkkebutuhan ‘dalam
beban/volurne, sifat pekerjaan, mekanisme dan prosedur yang
dijalankan eerte penggunaan teknologi dalam proses
Penyelenggaraan pelayanan.

Dalam wuraian komponen ini pada Stendar Pelayanan
perlu diberikon garmbaran mengenai kapesitas berapa jumlah
dukungen pelaksena/petugas yang ditempetkan sesuai bidang
tugasnya, dan uraian kualifikasi pendidikan dan kompstensinya.
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Perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap
kebutuhan kompetensi pelaksana - pegawai/pejabat yang ada
untuk diatur penempatannya pada tugas yang sesuai dalam
penyelenggaraan pelayanan. Untuk mengantisipasi tuntutan
kualitas pelayanan yang terus berkembang, penyelenggara
perlu - memberikan kesempatan kepada pelaksana
pejabat/pegawai untuk meningkatkan

kompetensi dan mengikuti pendidikan/pelatihan sesuai
keahlian/keterampilan yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan pelayanan.

9. Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan
pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja
atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan
pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian
internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan
pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan ini perlu dilakukan secara terus menerus,
untuk mencegah dan meluruskan bila terjadi kesalahan/
penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja
yang tertib, taat asas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan
produktif.

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh
atasan langsung dan/atau oleh pejabat/petugas pada UPP yang
ditunjuk melaksakan pengawasan secara fungsional, maupun
olch aparat pengawasan fungsional. Pejabat/ petugas yang
bertanggung jawab dalam pengawasan tersebut perlu ditetapkan
dan dicantumkan dalam Standar Pelayanan

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah
tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak
lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan
berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi
terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan
pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara
proporsional sebagai bahan wuntuk koreksi dan upaya
perbaikan kebijakan pelayanan ke depan.

Untuk itu penyelenggara harus menyediakan
sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, dan
menunjuk petugas untuk mengelola dan menindaklanjuti secara
tepat. Perlu dikenali faktor-faktor penyebab timbulnya
pengaduan/keluhan masyarakat, antara lain: lemahnya
komunikasi, kurang terbukanya informasi, lemahnya sistem
pencatatan dan dokumentasi, pelayanan yang kurang
memberilkan kemudahan bagi kepentingan atau kebutuhan
masyarakat, kurang konsisten petugas dalam menjalankan
tugas pekerjaan pelayanan dengan penerapan Standar Pelayanan,
dan lainnya.

Dalam pengelolaan pengaduan perlu disiapkan tatacara
penanganan atau SOP-nya, disiapkan sarana pengaduan yang
mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti: kotak pengaduan,
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tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan SMS
Gateway atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai.
Nama/judul model atau bentuk dan tatacara pengelolaan
pengaduan tersebut dicantumkan pada format Standar Pelayanan
(Dapat juga menerapkan metode pengelolaan pengaduan
masyarakat menurut PermenPAN Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi
Masyarakat).

11.Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau
jumlnh petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan
uraian tugasnya. Menggambarkan berapa besar jumlah
petugas/pegawai yang berfungsi scbagal pelaksana dan
bertanggung jawab dalam menangani pekerjaan pelayanan
sesuai struktur, jabatan, tugas, dan kewenangan yang
ditentukan pada instansi/UPP. Jumlah pelaksana terkait
dengan informasi komponen kompetensi pelaksana. Dalam
Standar Pelayanan harus dicantumkan jumlah pelaksana
tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan kualifikasi dan
kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja di
bidang pelayanan yang bersangkutan.

12. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Jaminan
pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/ UPP sesuai
kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kcpaatian
bahwa kualitas penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dc.ngan
Standar Pelayanan. Untuk menunjukkan dan memberikan jaminan
pelayanan tersebut, maka perlu upaya kreatif menciptakan suatu
kebijakan atau ketentuan (aturan main) yang berorientasi untuk
melaksanakan Standar Pelayanan secara konsisten, misal
membuat tata tertib, kode etik atau slogan sebagai janji
dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis Standar
Pelayanan. Cantumkan nama/judul tata tertib, kode etik
atau slogan sebagai janji dalam format Standar Pelayanan, dan
secara nyata juga harus dilaksanakan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminon Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam
bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas
dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

Untuk mengimplementnsi komitmen tersebut, cara yang
sama dengan komponen jaminan pelayanan, yaltu perlu upaya
kreatif menciptakan suatu kebijakan, ketentuan (aturan
main) atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk’
menjoga keamanan dan kesclamatan dalam
memnproses atau memproduksi/ menyediakan layanan
barang/jasa dan administratif sesuai dengan komponen Standar
Pelayanan. Di samping itu perlu mengacu “standar teknis” untuk
memberikan jaminan keamanan ataupun kesclamatan atas
ponyelenggaraan pelaynnan.
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14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui
seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar
Pelayanan. Tujuannya adalah untuk melihat kembali tingkat
keakuratan dan ketepatan penerapan Standar Pelayanan yang
sudah disusun dengan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi, schingga organisasi dapat berjalan secara efisien dan
efektif, Upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara
periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui kondisi
perkembangan dan mengukur keberhasilan dan/atau mengetahui
hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan
Standar Pelayanan.

Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan terutama
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.
Untuk mempermudah penilaian kinerja sebagai bagian dari
proses pengawasan internal, dapat digunakan Lembar Kerja-9
berikut sebagai alat bantu.

Lembar Kerja-9
Evaluasi Kinerja Pelaksana
Unit/Satker Pelayanan : ...

Komponen Kinerja

Penilaian Pelaksana Penyebab .
NO. Tidak Alternatif

Tidak | Sesuai Solusi
Sesuai

Keterangan

Sesuai

1 | Dasar Hukum

2 | Persyaratan

Sistem,

3 | mekanisme
dan prosedur
Jangka waktu
penyelesaian

9 | Biaya/tarif

Pro duk
Pelayanan
Sarana,

7 | prasarana,
dan/atau
fasilitas
Kompetensi
pelaksana
Pengawasan
internal
Penanganan
10 pengaduan,
Saran dan
Masukan

Jumlah
Pelnksnnn

1l
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Sebagai hasil analisis dan penyusun terhadap masing-
masing komponen Standar Pelayanan tersebut diatas,
selanjutnya akan dituangkan dalam satu format rancangan
Standar Pelayanan untuk masing-masing, jenis pelayanan,
sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, Apabila pada unit/satker
pelayanan, yang bertugas menyelenggarakan pelayanan mencakup
beberapa jenis layanan, dan bila terdapat komponen Standar Pelayanan
yang sama, maka format penyusunan komponen dapat dipadukan, dan
bagian komponen yang tidak sama, harus tetap diuraikan dan
dicantumkan dalam format Standar Pelayanan. Demikian pula apabila
terdapat komponen yang tidak ada datanya, atau karena
kebijakannya tidak memberlakukan, misalnya komponen biaya/tarif,
maka cukup dibuat dengan “komponen biaya: tidak ada biaya /gratis

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

Rancangan Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Tim
Penyusun Standar Pelayanan, selanjutnya sebelum ditetapkan
dilakukan pembahasan, dengan kegiatan sebagai berilout:

A. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pembahasan Standar Pelayanan

Rancangan Standar Pelayanan yang sudah dibuat,
selanjutnya disiapkan untuk dibahas bersama dengan masyarakat
dan/atau pihakpihak terkait. Sebagaimana amanat dalam Pasal 20
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan
penetapan Standar Pelayanan publik wajib dilakukan dengan
mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Kegiatan pengikutsertaan mayarakat tersebut dilakukan dalam
forum pembahasan rancangan Standar Pelayanan (SP), dan
sekurang-kurangnya dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pada tahapan
mebahaaan rancangan Standar Pelayanan, dan setelah SP selesai
disusun dan ditetapkan, sekaligus dilanjutkan untuk mendiskusikan
proses penyusunan Maklumat Pelayanan (MP).

Tujuan dari pengikutsertaan masyarakat dalam
forum pembahasan bersama adalah ‘unfuk menyelaraskan
kemampuan Penyelenggara pelayanan dengan
kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan,
gunan  mengeleklifkan  penyelenggaraan  pelayanan  yang
berkualitas., Pembahasan rancangan Standar Pelayanan
ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara
harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara, terutama
menyangkut kemampunn yang dimiliki, meliputi:

1. Dukungan pendoanoan yang dialokasikon untuk penyelenggaraan
pelayanan;

2. Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas
maupun kunntitne;

3. Sarana, prasarang, dan/atou fasilitos yang digunakan untuk

menyelenggarakan pelayanan.
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B.Penentuan Wakil Unsur Masyarakat

Prinsip  yang  digunakan dalam  keikutsertaan
masyarakat berorientasi  pada  keterkaitan  dengan
masyarakat, atau pihak pemangku kepentingan dalam
penyusunan Standar Pelayanan Masyarakat yang akan
diilkutsertnkan  dalam  pembahasan rancangan  Standar
Pelayanan, perlu diseleksi untuk ditentukan sebagai
perwakilan peserta dari unsur masyarakat.

Untuk tertibnya dalam pemilihan unsur masyarakat atau
pihak pemangku kepentingan, maka perlu disiapkan kriteria
seleksi. Untuk keperluan ini, maka hasil identifikasi yang
tercermin dalam Lembar Kerja-2, dapat dimanfaatkan sebagai
bahan menyusun/menetapkan kriteria seleksi calon wunsur
masyarnkat, misalnya dengan kriteria:

. harus dapat mewakili atau mencerminkan keterwakilan
kepentingan unsur masyarakat sesuai keterkaitan jenis

anan;

" Efxr?ﬂ dapat mewakili baik dari kclompok masyarakat maupun
dari wakil asosiasi/korporasi/badan usaha;

- memiliki kepedulian terhadap jenis pelayanan yang
bersangkutan dalam arti bahwa yang bersangkutan
pernah mendengar, mengetahui atau merasakan langsung
pelayanan;

- memiliki kompetensi, keahlian atau pengetahuan sesuai dengan
jenis pelayanan yang bersangkutan;

- dapat mengedepankan musyawarah, mufakat dalam
pembahasan dan pengambilan keputusan, dan kriteria
lainnya sesuai kondisijenis pelayanan atau kebutuhan

karnkteristik pada inatansi/unitpelayanan yang
bersangkutan.

C. Pembahasan Standar Pelayanan :

Lengkah-langkah dalam proses pembahasan Standar Pelayanan,

dapat dilukukan sebagai berikut:

1. Persiapan membentuk Forum Pembahasan, antara lain
didahului dengan penentuan peserta dari unsur masyarakat
dan pihak terkait, yang akan diikutsertakan dalam forum
pembahasan rancangan Standar Pelayanan Penunjukan
atau seleksinya dilakukan oleh pihak Penyelenggara;

2. Menectapkan calon anggota forum pembahasan rancangan
Stundar Pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak

terkait. Untuk tertibnya perlu diseleksi dengan kriteria yang
ditentukan sesuai kebutuhan dan kondisi yang ada;

3. Penentuan jumlah peserta Feruni pembahasan Standar
Pelayanan dari unsur masyarakat dan pihak terkait, sesuai
kebutuhan keterwakilan dan keterkaitan dengan jenis
pelayanan yang akan dibahas Standar Pelayanannya, atau
sebaiknya jumlah tidak lebih dari S (lima) orang. Kemudian
dari peserta perwakilan unsur masyarakat digabung dengan
Tim Penyusun Rancangan Standar Pelayanan, bersama-
sama untuk melakukan pembahasan rancangan Standar
Pelayanan;

4, Proses pembahasan rancangan Standar Pelayanan harus
dilakukan sampai  diperoleh  kesepakatan  antara
penyelenggara layanan dangan pihak terkait yang terlibat
dalam diskusi pembahasan.
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5, Namun dengan pertimbangan Untuk mempercepat proses
penyusunan  Stendar  Pelayanan, agar discpaketi  batasan
puriode pembahinsan diupayakan dilekuken paling banyak 3
(tiga) kali untule kemudion  dinmbil  kesepakatar melalui
musyawerah dan mulalkat,

6. Hanil pembahasan rancangnn Standaf Pedayanan harun dibuat
men dilinngkean dalam Derita Acara Fonyuswinan v
Peleyanan, deagan dilampirl daftar peserta rapat, sebagai bukti
telnh dilakukan disicusi dengan mengikutsertakan musyarakat,

. Metode Pembehiasan Rancangnn Standar Pelayanan
Untuk mengefeitilkun  dalam pembahasan rancangan
standar Pelayanan, perlu menentukan meiode atau bentuk/cara
pembehasan  yang dianggap mudah dan praktis dapat
digunakan dalae forum bersama keikutsertaan masyarakat
dolam pembahesan Standar Pelayanan, antara lain dapat
memilih salah satu dari metode berikt:

1. Rapat Bersama
Forum pertemuan yang diadakan untuk membahas,
mendisiaasikan  arau  mengklarifikasi rumusan rancangan
Standar Pelayanan

2. Focus Group Discussion (FGD)

stode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang
lebih mendalam terhadap materi rancangan Standar
Pelayanan, bila dipandang periu dengan mengundang
narasumber alli yang terkait dengan jenis pelayanan yang
dibahas.

3. Public Hearing
Metode iri dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-
fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai
yang sesunggunnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang
praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar
pendapatnya.

Perctapan Standar Pelayanan

Rancangan Standur Peleyanan yang telah dihasilkan melalui

proses pembahasan dengan masyaralzat kemudian

disiapkan untuk ditctapkan oleh peryelenggara menjadi

Standar Pelayanan dengan iangkah-langkah sebagai berikut:

1. Tim Standar Pelayanan menyiapkan konsep Surat
Keputusan Pimpinan Penyelenggara tentang Fenetapan Standar
Pelayanan, dan dilampirkan rancangan Standar Pelayanan yang
telah ciperbaiki.

2. Konuazp Surat Keputusan terlebih dahulu diparaf oleh
selurth  anggota Tim Standar Pelayanan sebelum
ditandatangani oieh Pimpinan Penyelenggara

3. Pimpinan peuyelenggara yang berwenang menandatengani
kousep murat keputusan tentang Stander Pelavanan adalah
kepala unit pelayanan yang bersengkutan atau pejabat yang

NeErwennng Jdan hertanggung awah terhadap
penyelenygguronn fems pelayanan dimokand.
Conutoh: ‘
. Standar Puinyunan pads unit pelayanan

Fuaskesmas ditendatangani oleh K2pala Puskesmas
b, Standor  Pelayanan  poda unil Pelayunan Terpadu  Satu
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Pinte (MTEP) diiandatangant oleh Bepala Unlt PPTEP
(Contol, St . Neputvsan  Nmpinan __ Menuelenaaara, _tentany
sandar. Pelavanan dapat_dilthat _ dalam . Lamplran__SK
Penetapan Standar Pelay anan,

palam peaetapan Btenda Pelovanan perlu Memperhatian hal -hal

set apal benkut:

1. Penpgeminsimn aan Penyajion Standar Pelayannn
Haril  analisls  komponen-komponen  Standar  Pelayanan
divvangkan dalam aatn format Standar Pelayannn sebagaimana
Yernbnr keya-10 (fovmat Standar Pelayanan), Informasi yang dimuat
dalan format Standar Peleyanan adaleh Informasi yang terkait
mngoaung dengan penyelenggarnan peleyunan dan yang dapat

divkur

Lembur Kerja-10
Standar Pelayanan
Nama Unit Felayanan :
JFI“‘LF_E_I_*EEW ORI I R LT TTITTTTT I TRIT L LA F1 11 M
Fﬁn.-] Kowpenen i Uralan
B

1 | Dasar Hukum

- - = — o — — — 1 ——

2 | Persyaratan

1="1 8ietain, inekanistne dan
3 | presedus

| Jangka waktu per.yslesnian

B

- - s — — e — i —

| Sarana, p asarana, dan/atau

Fomnetensi peluksana

B
7 | fesilitas
8
9

| Penguwasan internial

( 10 | Penanganan pergaduan

' 11 | Jumlab Pelaksana

12 | Jaminan Pelayanun

15 | Jaminan Keamanan

14 | Evaluasi Kinerja Pclaksena

15 J"l lllll BERERA IR RPN IR R AR AR draRARE

Catatan® *) Apabila dipandang perlu, dapat ditambahkan
komponen lain sesuai dengan kebutuhan,
2. Publikasi Rancangan Standar Pelayanan

Rancangan Standar Pelayanan yang telah dibahas, wajib
dipublikasikan oleh penyeclenggara kepada masyarakat paling
loma 5 (lima) hari sejuk ditandatangani Berite Acara
Pembahnoan Standar Pelayanan untuk mendapatkan tanggapan
atau masukan dari masyarakat,

Measyorakat atau pihak terkoit dapat mengajukan
tanpgapan atau masukun terhadap rancangan Standar
Pelayanan  secara tertulis yang disampaikan kepada
penyelenggara. Penyampaian tanggapan atau masukan diterima
cleh Penyelenggara paling lama 7 (tujuh) hari sejuk dipublikasikan,
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Penyelenggarn  wajib memperbaiki rancangan
gtandar Pelayanan beirdasarkan vanggapan atau masukan
dengan  melakckan  pembahasan dan  pertimbangan secara
internal, apabila tanggapan atau masukan masyarakat tersebut
depat diterima sebapni perbaitkan rencangan Standar Pelayanan

Apabila tidak depat digunakan untuk memperbaiki
standar Pelayanan, maka tanggapan eitau masukan tersebut
ditoluk. Perlaikan rancangan Standar Pelayanan ini paling lama
14 (empet belag) hari scjuk batas akhir pengajuan tanggapan atau
masukat dari masyarakat atau pihak terkait.

3. Penguatan atas Peonetapan Standar Pelayanan

stanclar Pelayenan vang telah ditetapkan oleh penyelenggara
se'anjutnya dapat diknatkan melalui pengesahan alel} pejabat
diatasnya yang bertanggung jawab dalam lingkup pembinaannya.
Bentuk penguatan Standar Pelayanan dapat berupd chui:-usan
Pembina atau Keputvsan Kepala Unit/ Satuen Keija Instansi atau
dalam bentuk pengesahan langsung pada dokumen Standar
Pelayanan

F. Penctapan Maklumat Pelayanan
Sebelum menerapkan Staundar Pelayanan,
venyslenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan
Maklumat Pelayanan. - Maklumat Pelayanan merupakan
pernyaiaan kesanggupan dan kewajiban senyelenggara untuk
melaksanrakan pelayanan sesuai dengarn Standar Pelayanan
Maklumat Felayanan wajib dipublikasikan kepada masyarakat
secara jelas den luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
Standar Pelayanan ditetapkan.
Hal-hal yang perlu dimmuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:
1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan
pelayanen sesuai dengan Standar Pelayansn secara konsisten.
2. Pernyataan kesedizan wuntuk menerima sanksi apabila
memberikan pelayanan tidak sesuai Standar Pelayanan.
Maklumat Pelayunan yang telah disusun wajib dipublikasikan
secara luas, jelus, dan terbuka kepada masyarakat, melalui
berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Conton :

(KOP SURAT)
MAKLUMAT PELAYANAN

‘DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENCGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DIVETAPKAN DAN APABILA
TDAK MENEPAT! JANJI INT, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

T T O SR P
Pimpinan Penyelenggara Pelayanan
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; PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

A. Sosialisasi dan Internalisusi Standar Pelayanan

1. Sosialisasi

Langkah selanjutnya setelahs penyusunan rencana
penerapan Stander Pelayanan adalah sosialisasi. Sosialisasi
dilokuwcan kepada pihak internal dan ekaternal. Hal pertama yang
bharus dilakukan adalah inensosialisaskan Standar Pelayanan
untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di
lingkungan unit/ sotker penyelenggara pelayanan, khususnya
semur. peluksana pelayanan agar menyadari edanya perubahan
dalam cara memberikan pelayanan. Sosialisasi secara
eksternal juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak diluar
penyelenggara, misalnya masyarakat pengguna, LSM, mass
media, legislatif, ombudsman yang secara langsung atau tidak
langsung terkait dengan penyelenggaraan pelayanan. 3osialisasi
kepada pihak luar dimaksudkan agar pihak-pihak tersebut juga
mendapatkan inforraasi yang sej elas-j elasnya.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan memantaatkan
fungsilungsi humas, media massa, dan forum warga yang
memiliki kepentingan yang sama sesuai jangkauan
pelayanan. Instiumen sosialisasi yarg dapat membantu adalah
melalui peruatan Standar Pelayanan yang akan diberlakukan
dalora majalab corganisasi; pengumumarn dalam rapat formal;
pada papen pengumuman; suwrat kabar dan radio/televisi
lokal. Proses sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh
penyelenggara.

2. Internalisasi

Upaya peraperilahuan tenteng pencrapan Standar
Pelayanan udak cukup hanya disosialisasikan, akan tetapi
setelah tahap sosialisasi perlu dilakukan internalisasi di dalam
organisasi penvedia pelayanan. Internalisasi ini dilakukan untuk
memberikan pemaharnan dan penguasaan untuk
mengimplementasikan Standar Pelayanan kepada seluruh jajaran
organisasi. Sesaran internalisasi terssbut adalah agarp
penyelenggara siap memberlakukan Standar Felayanan baru yang
harus dipehami, dipatuhi, dan diterapkan cleh setiap pelaksana.

E Penyasunan dan Felaksanaan Rencana Aksi
Calam proses pencrapan Standar Pelayanan yang baru,
penyelenggara menyusun dan melaksanakan rencena aksi yang
mencakup kegiatan sebagai berikut:

. Pelatinan bagi p<laksana;

rernganghkatau, pengisian, penyesuaian pelaksana;

Pengadean dan penataan sarana dan prasarana;

Feayvesuuian surat keputusan atau peratusan,

misalnys rerkait biava dan prosedur;

. Penyesusian tugas pelaksana;

renvesuaian kebutuhan anggaran;

. Lain-lain sesuai lkebutuhan.

L
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Penyesusian sumber dayu tersebut di atas perlu dituangkan dalam
sehuah dokumen rencana aksi. Berdasarken rencana aksi yang
ditetapkan, peunyelenggara :nelaksanakan pelayanan sesuai dengan
Standar Pelayanan yang telah ditetapkan,

C. Monitoring dan ©valuasi Penerapan Standar Pelayanan
1. Monitering

Muonitoring pencrapan Standar Pelayanan adalah suatu
proses pepimien epaltah penyelenggaraun pelayanan telah
dilaks=naltan sesuai dengan Standar Pelayanan yang ditctapkan.
Untuk nvelakukan nionitoring, penyelenggara harus menentukan:
a. Komponen/ asoek/ vuriabel/ indikator yang akan dimcnitor;
b. Metode/ teknik yanyg dipakai untuk mengurupulkan data;
c. Frekuensi/ periode nionitoring (kwartal/ catur wulan/ semester);
d. Kapan dan kepada siapa hasil monitoring dilaporkan.
Monitoring penerapan SP dilakukan untuk melihat apakah
peleyanan sudah  diberikan  sesuai  standar, bagaimana
kesenjangan aniara kondisi nyata penyeleaggaraan pelayanan
dengan Standar Pelayanan (terutama komponen pelayanan),
den apa yang menjadi masalah, Berdasarkan hal ini,
penyelengrara dapat menyusun alat bantu/instrumen untuk
melalkukan monitoring.

Untuk mempermudah dalam melakukan monitoring,
dapat digunekan Lembar Kerja- 11 berikut sebagai alat bantu.

= e — 7 T
B e &

NO. Komponen /Aspek/ Standar | Pencapaian / antara Masalah
Vuriabe!/Incikator pelayanan | Realisasi | standar dan
— pencapaian
1. | Persyeratan teknis
musupun administratif

dalam pengurusan
pelayanan, termasuk
biaya.

2. | Efsiensi mekanisme,
prosedur dan waktu

s __pelaz,ran&n . I
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i{ma.m:m antaia hesil i
peiay2nar. dergau prodak [

1 pelayanan YEng
ditentu.ken [
I

3.

—t —_————— }

~=1Xeberacaan sarane,

arann fasilitas dalamm
pravelenggaran
pelayana

__,_.—--1.--———

| dan kun!pehenni tenaga

| pelakseng deagan prser
den pekerjaan

o —— — _ o J_
5. | Elektivitas sarana, tata \
cama peluiksanasn dan |
penanganan pengnduan

| e e e e m——— e

komiunen pe'ayanar. oiel®

pmyrlmggn, a pmuym&n
~5. | 'Evaluasi kirera I l
dilaksanakan berdazarksr. !
penerapan SP

™9. | Daser hukurn yang
memadal  terhadap
penesupan  Stander
Pelayanen

10. | Pengeinesan dan

Penyampaian Informasi
Standar Pelayanan |

Lembar Kerja 11
Alat Bantu Monitering Penetapan Standar Pelayanan
Kwaital/ cewr wulan / semester ke ......... Tahun...

Berdasarkan Lkensenjangan antara Pencapaian/ Realisasi

dalam penerapan SP dengan Standar Pelayanan yang ditentukan,

selanjutnya  penyelenggara  pelayanan dapat —merumuskan

permasalatian vang ada. Selanjutnya, analisis lebih mendalam

tentang masalah dapat dilakukan pada bagian evaluasi.

Sehubungan dengan metode/ teknik yang dipakai untuk

mengumpulkun data terdapat sejumlah cara, antara lain:

a. Analisis dokuinen,

b. Survei,

c. Wawancara

d. Observasi,

€. Pertemuan dengan kelompok tertentu: intermal, pihak terkzut

| Rapid appraisal methods, yaitu metode wuntuk memperoleh
informasi kualitatif tenteng hal tertentu secara cepat dan
ringkas dengan memanfaatkan informasi yang ada dan
menggrnakan informean kunci.

2. Evaluasi

Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian  kegiatan
membandingknn hasil atau prestasi suatu penerapan Standar
Pelayapan yang telah ditetapkan, den faktor-faktor yang
mempengaruhi  keberhssilan  atau  kegagalsn dalam rangka
penerapan Standar Pelayanan.

Tahapan evaluasi dalam siklus penerapan Standar
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Pelayanan 1nerupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap
gtandar yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk melihat kembali
tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penerapan Standar
Felayanan. Delam rangka nptimalisasi pclayarnan Penvelenegara
wajib raelakukan rvaluasi penerapan Standar Pelayanan secara
berkala setiap 1 (satu) tahun.

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan dilakukan baik

terhadap koumponen Standar Pelayanan 1naupun proses

penerapannya. Dari sisi substansi, evaluasi depat dilakukan melalui
pertanyaan antara lain:

a. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan dapat
mendorong peningkatan kinerja individual, unit kerja dan
organinasi secara keseluruhan.,

b. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan mampu
dipahawi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Hal
paling mudah dilihat dari penerapan Standar Pelayanan adalah
bagaimana Standar Pelayanan dapat dengan mudah dipabami
dan diterapkan secara benar oleh setiap individu dalam
organisasi yang diberi rugas untuk melaksanakan prosedur yang
tertuang dalam Standar Pelayanan

c. Seiauh mana seliap orang yang diberi tugas melaksanakan
pelayanan tertentu sudah mampu melaksanakannya -dengan
baik. Pertemyaan ini berkaitan dengan pertanyaan di atas. Jika
Standar Pelayanan mudah dipahami, maka akan
memudahkan pula untuk pelaksanaannya. Namun
demikian, dalsun hel tertent pendapat ini belum tentu benar,
karena setiap orang memiliki pengalaman dan tingkat
kepandeian yang berbeda.

d. Sejaun mana diperlukan penyempurnaan terhadap Standar
FPelayanan yang telah diterapkan atau bhahkan sejauh mana
diperlukan Standar Pelayanan yang baru. Dari tahapan
monitoring sebenarnya dapat dilihat masukan mengenai
tahapen mana vang dipandang menghambat, kurang tepat
atau perlu dibuat Standar Pelayanan yang baru.

e. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan mampu
mengetasi berbagai masalah yang akan dipecahkan melalui
penerapan Standar Pelayanan. Secara khusus Standar Pelayanan
juga didesain untuk memecahkan masalah prosedural yang
menghambat proses organisasi.

f. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan mampu
menjawab tantangen psrubahan lingloangan organisasi. Baik
perubahan yang Lerlsitan dengan kebijaltan pemerintah ataupun
perubahien dalam kaitan untuk pemenuhan harapan masyarakat.

g Sejauh mana Stander Pelayanan yang diterapkan dapat
berjalan secara sinergis satu dengan yang lainnya. Dari tahapan
monitoring juga dapat diketahui tahapan prosedur mana yang
tidak berfimgsi sclingga mengganggn keseluruhan proses
orgainicasi, atau prosedur mana yang begjalan lambat sehingga
mengganggu prosedur-procedur lainnya yang bergantung pada
presedur tersebut, dean lainnya.

h Sejaunh mana Standar Pelayanan yang diterapkan dapat
memuaskan nasyacukat berdasarkan hasil survei kepuasan
masy&azal:at.

Dari sisi proses pencrapan. pertanyaan-pertanyaan yang dapat

disjukan dalam raslekulkan cvaluasi antara lain sebagai berikut :
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pelayanan werupakan sebuah analisis yang sistematis terhadap

¢tandar yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk melihat kembali

tingkat kecoerhasilan atau kegagalan dalam penerapan Standar

Felayanan. Delam rangka nptimalisasi pelayannn Penvelenseara

wajib raelakukan cvaluasi penerapan Standar Pelayanan secara

verkala setiap 1 (sacu) tahun.

Evaluasi terhadap Standar Pelayanan dilakukan baik

terhadap komponen Standar Pelayanan 1naupun proses

penerapannya. Dari sisi substansi, evaluasi depat dilakukan melalui
pertanyaan antara Imn

a. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan dapat
wendoreng peningkatan kinerja individual, unit keija dan
organisasi secara keseluruhan.

b. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan mampu
dipahawi dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana. Hal
paling mudah dilihat dari penerapan Standar Pelayanan adalah
bagaimana Standar Pelayanan dapat dengan mudah dipahami
dan diterapkan secara benar oleh setiap individu dalam
organisasi yang diveri rugas untuk melaksanakan prosedur yang
tertuang dalam Standar Pelayanan

c. Seiauh mana seliap orang yang diberi tugas melaksanakan
peiayansn tertentu sudah mampu melaksanakannya -dengan
baik. Psrirmiyaan ini berkaitan dengan pertanyasn di atas. Jika
Standar Pelayanan mudah dipahami, maka akan
memudahkan pula untuk pelaksanaannya. Namun
demikian, dalaun hel tertentu pendapat ini belum tentu benar,
karena setiap orang memiliki pengslaman dan tfingkat
kepardeian yang berbeda.

d. Scjeun mana dipeilukan penyempurnaar. terhadap Standar
Felayanan yang telah diterapkan atau hahkan sejauh mana
diperlukan Standar Pelayanan yang bairu. Dari tahapan
monitoring sebenarnya dapat dilihat masukan mengenai
tahapen mana vang dipandang menghambat, kurang tepat
atau perlu dibuat Standar Pelayanan yang baru.

e. Segjauh mana Swandar Pelayanan yangz diterapkan mampu
mengatasi berbagai masalah yang akan dipecahkan melalui
penerapan Standar Peluyanan. Secara khusus Standar Pelayanan
juga didesain untuk memeccahkan masalah prosedural yang
menghambat proges organisasi.

f. Sejauh mana Standar Pelayanan yang diterapkan mampu
menjawab tentangen psrubahan lingloingan organisasi. Baik
perubahen yang Lerlsitan dengan kebijaltan pemerintah ataupun
perubahuan dalam kaitan urtuk pemenuhan harapan mas:;amkat.

2 Scjauh mana Stander Pelayanan yang diterapkan dapat
berjalan secara sinerpis satu dengan yang lainnya. Dari tahapan
mmﬂtm:lng juga dapat diketahui tahapan prosedur mana yang
tidak berfimgzsi eslingga mengganggn kesehwuhan proses
organicasi, ateu prosedur mana yang begjalan lambat sehingga
mengganggu prosedur-procecur lainnya yang bergantung pada
presedur tersebut, dan laininya.

h. Sejaun mana Standar Pelayanan yang diterapkan dapat
memuasken inasyarukat berdasarkan husil survei kepuasan
masya:al:at,

Dari sisi proses pencrapan. pertanyaan-pertanyaan yang dapat

digjukan dalam raslekulcan evaluasi antara lain sebagai berikut :
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a.Sejauh mana strategi penerapan yang telah dilakukan
berhasil mendorong penerapan Standar Pelayanan secara
benar. Proses penerapan yang benar dan konsisten, melalui
perencanaan  yang sistematis, pemberian pelatihan,
pemberitahuan atau publikasi serta pembukaan akses yang luas.
Upaya ini akan meningkatkan tingkat keberhasilan penerapan.

b.Sejauh mana tingkat penerimaan para pelaksana terhadap
Standar Pelayanan yang telah diterapkan. Sikap keengganan
terhadap penerapan Standar Pelayanan akan menghambat
proses organisasi secara keseluruhan.

Minimnya pemberitahuan, pelatihan dan aksesibilitas
terhadap Standar Pelayanan, cenderung akan menimbulkan
sikap penolakan terhadap Standar Pelayanan

c. Segjauh mana para pelaksana mampu bekerja secara efektif,
mulai dari proses penerapan Standar Pelayanan sampai pada
proses monitoring. Keberhasilan para pelaksana dapat
dilihat dari keberhasilan penerapan Standar Pelayanan.

d. Sejauh mana mekanisme supervisi mampu berjalan dengan
baik. Supervisi memegang peranan penting dalam penerapan
Standar Pelayanan Oleh karena itu, mekanisme supervisi yang
baik juga akan mendorong keberhasilan penerapan Standar
Pelayanan.

e. Sejauh mana pelatihan-pelatihan diberikan kepada para
pelaksana secara benar sehingga mampu memperlancar proses
penerapan. Evaluasi ini sekaligus pula untuk melihat sejauh
mana identifikasi kebutuhan pelatihan secara tepat ditetapkan,
bagaimana metoda pelatihannya, siapa instrukturnya serta
evaluasi setelah mengikuti pelatihan.

f. Sejauh mana risiko akibat perubahan Standar Pelayanan
dapat ditangani secara baik. Perubahan Standar Pelayanan pada
tahap awal penerapannya selalu memberikan dampak
terhadap proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Oleh karena itu, perlu pula dilihat sampai sejauh mana dampak
tersebut mempengaruhi kinerja organisasi dan bagaimana
antisipasinya.

D. Dukungan Kebijakan
Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan pada organisasi
penyelenggara pelayanan publik memerlukan dukungan kebijakan
tersendiri dari pihak-pihak yang memiliki otoritas yang lebih luas dalam
pengambilan keputusan. Dukungan kebijakan tersebut dapat berupa
ketentuan yang secara jelas memberikan acuan terhadap:
Penyusunan Standar Pelayanan;
Pelaksanaan rencana aksi untuk tercapainya Standar Pelayanan,
Pembentukan Tim SPP;
Ketersediaan anggaran bagi penyelenggara pelayanan untuk
menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan;
Komitmen untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam
melaksanakan rencana aksi.

o op
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BUPATI REMBANG

H. CH. SALIM
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( Contoh SK Penetapan Standar Pelayanan)
[KOP INSTANSI]
KEPUTUSAN
PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN
NOMOR ... TAHUN 2012
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN . . . cocooiiiiieennn,

PIMPINAN PENYELENGGARA PELAYANAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pelayanan publik sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai
pihak yang terkait dengan penyelenggaraan
pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik
wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian
ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan
pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu
ditetapkan
Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan ........cccoeseeess
dengan Keputusan Kepala ...........ocerveevecennnnes
(Satker Penyelenggara Pelayanan).

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012,
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan,
dan Penerapan Standar Pelayanan;

c. Peraturan Menteri / Kepala Lembaga yang
bersangkutan / terkait;

d. Perda (yang terkait langsung);

e. Pergub/Perbup/Perwako (yang terkait langsung).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Standar Pelayanan pada (Satker Pelayanan.......)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Standar Pelayanan pada Satuan Kerja............
meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b.jasa, dan
c. administratif,

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampirdalam
Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan
penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
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KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaplean di« - < 5.0 vuiss
padatanggai...........
(Pimpinan Penxelenggara Pelayanan),
(Nama) '
jkuatkan dengan psugesanan
\«eh Pembine/ Penyelenggara,
Nama)
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Lampiran : Kepuatusan Pimpinan
Penyeienggara Pelayanan
Nomor : Tahun
Tangual :

». PENDAHULUAN .

Memua: gambaran umumn secara singkat tentang tugas dan fungsi
serta keberadaan aanit Penyelenggara pelayanan sesuai aengan
peratinan verundang:n vang berlaku,

a. STANDAR PELAYANAN
Sebutkan jenis velayanan vang akan dibuat SP-
nva. Contol:
Jenis Peloyanean
%0.| KOMPONEN URAIAN

_——
l

Dasar Hukum

-—

P:Ia}unan

3 Sistem, |
| mekanisrae, dan _
presedur

4, | Jargkavektu
| penyelesaien

|
|
o e — ———— . —— |

5. | Biaya/terif

| N

‘6. | Produk - |
- pelayanan

8 S |
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Identifikasi Sarena, Prasarana, dan Anggaran

Tahapan sclanjutnyn edalah  melakukan
ident'fikasi terhadap sarana dan pracarana serta dukungan
anggaran yang digunakan Unit/Satker/Instansi dalem tugas
periyelenggaraan pelayanan, Dalim tahap ini perlu
mer.genali dan mendata meliputi apa saja dan berapa
jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia
antuk aktivitas penyelenggaraun pelayanan. Berapa
jumleh anggaran belanja/biaya  dalam  rangka
penyelenggaraan pelayanan pada seraua produk layanan dalam
tehan anggaran yang lalu dan tanun yang bersangkutan.

Seteinh melakulian pengamatan, mempelajari, dan
mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana,
praserana, dan dukungan anggaran, sclanjutnya basilnya
dituangkan dalam alat bantu pencatatan paca Lembar Kerja-4
berikut:

Lembar Kerja-4
Sarana Prasarana dan Anggaian

1 ; | Sarana
| | Produk . A
' No. Pelayanan 11;‘;?:;;;11& Arggaran eterangan®)

— T

|
L ]

*) Kolom Keterangan diisi penjelasan kondisi sarana
prasarana, sumbper anggaran pelayanen, dan sebagainya.

Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM
Kegiatan identifikasi SDM aperatur pelayanan, meliputi
kegiatal: untuk mendata paik dari sisi kuantitas maupun
xuslitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksana,
jenjang pendidiken. rangkat, pelatihan, atau keterampilan yang
dimiliki atau yang pernah diikuti, seria jabatan dan uraian
tugas kegja masing-masing,

Satelah  dilalctukan pengamatan, penelitian, dan
pencdataan mengerai kendisi kapasitas SDM. selanjutnya

hasiltya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada
Lembar Kerja-5 scbagai ©-rikat.
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